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PUTUSAN
Nomor 5053/Pdt.G/2023/PA.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 44 tahun, agama lIslam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2023
telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5053/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 19
Desember 2023,:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan
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pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 26 Agustus
2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 26
Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah
kontrakan di XXXXXX, Kabupaten Brebes selama 1 tahun 3 bulan. Selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun
belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun
sejak bulan Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada
Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan
rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap,
sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja
sendiri, yang akhirnya pada tanggal 15 Desember 2022 Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di
XXXXXX, Kabupaten Brebes, hingga sekarang antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas,
dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Antara Penggugat
dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak
Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan
memutus yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT );

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak
dan Penggugat menyatakan sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat masih

rukun dan kepergian Penggugat yang kemarin karena faktor emosi;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan
antara keduanya di dalam berumah tangga sebenarnya tidak ada masalah, namun

pihak orang tua Penggugat yang sebenarnya menginginkan untuk berpisah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya
telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar
mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan
demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan

sebenarnya antara keduanya tidak ada masalah dan masih rukun;
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Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan
Penggugat belum beralasan hukum, karena keduanya masih rukun sehingga
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arif Mustagim,
M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. serta Drs. Kiagus
Ishak, Z.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan,
S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
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Drs. H. Arif Mustagim, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.l. Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,00,-
4 PNBP relaas panggilan pertama Penggugat Rp 10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat Rp 10.000,00,-
6. Biaya Penyumpahan Saksi Rp 100.000,00,-
6. Redaksi Rp. 10.000,00,-
7. Meterai Rp. 10.000,00,-
Jumlah Rp. 445.000,00,-
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